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Abstrak: Indonesia mengalami masa transisi dari kepemimpinan politik otoriter 
kepada kepemimpinan demokratis. Perubahan Konstitusi yang telah dilakukan dalam 
empat (4) tahap, merupakan  jawaban  Atas Isu-Isu Semasa Reformasi;  Perumusan hak 
asasi manusia kini lebih lengkap daripada sebelumnya, demikian juga pembentukan 
pelbagai lembagan negara bantu yang mendorong agar  negara dapat lebih melayani 
pada pencapaian cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Kemajuan telah dicapai dalam 
pemenuhan hak-hak civil dan politik, (kebebasan pers, berasosiasi, kebebasan 
menyampaikan pendapat di depan umum, kebebasan memilih dan dipilih). Dipilihnya 
sistem pemilihan umum untuk jabatan presiden, gubernur, bupati dan walikota serta 
untuk anggota parlemen berdasarkan suara terbanyak, mendorong persaingan yang 
bebas dan beaya tinggi. Namun, pemenuhan Hak-hak Ekosob, khususnya di bidang 
pendidikan dan penyediaan lapangan  pekerjaan, masih jauh dari harapan. Belanja 
publik di banyak daerah lebih banyak untuk biaya pemerintahan. Rakyat harus mencari 
jalannya sendiri dan mengambil alih tanggung jawab negara, tetapi sayangnya negara 
tidak memahami bahwa mereka tengah melakukan proses pemiskinan  pada rakyatnya 
sendiri. Kebijakan negara selanjutnya dinilai lebih tunduk dan takluk pada kepentingan 
kekuatan modal yang berakibat pada pembiaran akan nasib rakyat banyak untuk 
berhadapan langsung dengan mereka. Kepemimpinan yang diciptakan dari proses yang 
demokratis, ternyata belum sepenuhnya mampu melahirkan pemimpin yang membawa 
perbaikan dalam pelayanan dan kesejahteraan rakyat banyak, demikian juga kekuatan 
legislative yang dilahirkan dan ditugasi untuk mengawasi pemerintah, masih jauh dari 
harapan. Demokrasi politik masih berjarak dengan demokrasi di bidang ekonomi.  
  
Kata kunci: demokratisasi, HAM Sivil dan Politik, Sistem Pemilihan Umum 
Langsung, HAM Ekosob.
PENDAHULUAN
Setelah Soeharto, Presiden RI sejak 1968, akhirnya menyatakan mundur pada 21 
Mei 1998,  Pemerintahan Orde Baru, yang otoriter, beralih ke tangan Wakil Presiden 
BJ Habibie,  dengan agenda demokratisasi Indonesia. Tak ada pilihan lain selain 
mengakhiri rezim otoriter, sentralistis, repressif, exploitative, koruptif dan nepotism 
(Mahfud, 2006, hlm. 73). Pertanyaan pertama apakah rezim demokratis serta merta 
datang? Kedua, undang-undang yang bagaimanakah yang lahir pada masa transisi 
ini? Ada pendapat yang menyatakan bahawa suatu negeri akan melewati suatu masa 
transisi (Ni’matul, 2007, hlm. 33 & Eddie,  2003, hlm. 3) 
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MASA TRANSISI
Samuel Huntington menyatakan adanya empat jalur menuju demokrasi. Pertama, transisi 
menuju demokrasi yang dimulai dari atas; Kedua, transisi melalui transplacement atau 
negosiasi antara rezim yang berkuasa dengan kekuatan oposisi; Ketiga, replacement 
(pergantian) atau tekanan yang dilakukan oleh kekuatan oposisi dari bawah; Keempat, 
intervensi dari kekuatan asing (Huntington, 1995, hlm. 272).
Dalam pandangan yang berbeza, terdapat teori yang dikembangkan oleh Donald 
Share, berdasarkan variasi kecepatan dan keterlibatan para pemimpin rezim. Pertama, 
demokratisasi secara bertahap dengan kecepatan bertahap (gradual) dan melibatkan 
para pemimpin rezim secara konsensual. Kedua, transaksi dilangsungkan secara 
cepat dengan melibatkan pemimpin rezim secara konsensual. Ketiga, transisi secara 
revolusioner dan non kensensual. Keempat, transisi dengan perpecahan melalui 
revolusi, kudeta, keruntuhan, yang berlangsung cepat tanpa melibatkan peran 
pemimpin rezim. Jalur transaksi, dinilai sebagai jalur yang dinilai aman dan damai 
serta dapat menghindarkan diri dari perpecahan (Sutoro, 2003, hlm. 14-15). 
Pendapat di atas, dapat disederhanakan bahwa transisi menuju demokrasi dapat 
dilakukan melalui transisi dari atas (transformation), jalur dari bawah (replacement) 
dan transisi lewat transaksi (negotiation). Transisi menuju demokrasi (Eddie, 2003, 
hlm. 3), merupakan masa yang harus dilewati oleh suatu bangsa ketika, pertama, bangsa 
itu hendak meninggalkan era lama yang otoriter dan menuju era baru yang demokratis. 
Transisi akan terjadi bilamana penguasa yang otoriter harus diakhiri dan dilanjutkan 
dengan penataan peraturan perundang-undangan yang baru serta pembentukan 
institusi politik yang baru, sebagai jawaban atas aspirasi demokratis yang ada. Kedua, 
pemimpin yang baru bersama semua  masyarakat awam mempunyai harapan baru 
dan keyakinan baru, bahwa sistem demokrasi yang dipilihnya merupakan jalur 
yang benar bagi sistem politik yang baru. Ketiga, kebebasan dalam berpolitik, yang 
berkesinambungan dinilai sebagai cara yang tepat dalam melembagakan demokrasi 
(Sutoro, 2003, hlm. 15).
Transisi demokrasi harus melahirkan suatu konstitusi yang berpihak pada tuntutan 
reformasi dan karenanya materi konstitusi harus tidak memberi peluang untuk 
kembalinya rezim otoriter. Huntington memberikan pemikiran untuk terjaminnya 
masa transisi, haruslah memantapkan sistem konstitusi dengan melakukan amandemen 
terhadap konstitusi dan undang-undang yang otoriter, pembaharuan sistem pilihan 
raya, menyingkirkan pendukung rezim otoriter, sehingga dapat menyokong munculnya 
rezim demokratis (Huntington, 1995, hlm. 272). Dalam bahasa yang berbeza, Denny 
Indrayana menyatakan bahawa era transisi adalah golden moment untuk melakukan 
reformasi konstitusi (Denny, 2004, hlm. 107).
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REFORMASI KONSTITUSI
Masa jabatan Soeharto sebagai Presiden RI, yang sangat lama (Budi Winarno, 
2009, hlm. 15), melahirkan keinginan yang sangat kuat  untuk membatasi masa 
jabatan presiden. Pada tahun 1998 itu juga, rakyat berhasil membatasi masa jabatan 
presiden melalui Ketetapan MPR sesuatu yang mustahil dilakukan MPR sebelumnya. 
Bahkan sesuatu yang luar biasa terjadi ketika MPRRI berani memansuhkan ideologi 
utama Soeharto (kesucian dan kebenaran yang abadi pada UUD 1945) iaitu dengan 
melakukan perubahan terhadap konstitusi 1945. Mempertahankan UUD 1945 berarti 
mempertahankan keberadaan rezim otoriter dan karenanya perubahan terhadap UUD 
1945 haruslah dilakukan. Sri Soemantri menegaskan bahawa dalam selama ini UUD 
terkesan terlalu berorientasi pada eksekutif, maka ditentukanlah bahawa tujuan 
perubahan UUD adalah untuk membatasi eksekutif (Soemantri, 2001). Menurut Moh. 
Mahfud MD, UUD 1945 mengandung kelemahan sistem yang senantiasa memberi 
peluang untuk lahirnya otoriterisme (Mahfud, 2009, hlm. 142). 
Pertama, membangun system yang executive heavy yang menjadikan presiden sebagai 
penentu seluruh agenda politik nasional. Kedua, memuat pasal-pasal penting yang 
multi tafsir dan tafsir yang harus dianggap benar adalah tafsir pemerintah secara 
sepihak. Ketiga, memberi atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada lembaga 
legislative untuk hal-hal penting dengan UU tanpa pembatasan yang jelas, padahal 
presiden adalah pemegang kekuasaan legislative dengan DPR, yang ketika itu, hanya 
diberi fungsi menyetujui. 
Sementara itu, A. Mukthie Fajar, menyatakan bahwa UUD 1945 memang harus diganti 
dengan UUD yang baru dengan alasan: (1) Adanya pencampuradukan berbagai gagasan 
yang saling bertentangan (paham kedaulatan rakyat dengan integralistik, paham negara 
hukum dengan negara kekuasaan); (2) Keberadaan konstitusi pada hakikatnya adalah 
untuk membatasi kekuasaan, tetapi UUD 1945 justru kurang menonjolkan hal itu dan 
bahkan menonjolkan pengintegrasian; (3) Kekuasaan presiden terlalu besar (executive 
heavy) yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, membentuk undang-undang, kepala 
negara dan berbagai kekuasaan dan hak-hak constitutional; UUD 1945 tidak cukup 
memuat sistem checks and balances antara cabang-cabang pemerintahan sehingga 
kekuasaan presiden sangat dominan; (4) UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang 
tidak jelas (vague) yang membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda (multi 
interpretasi); (5) UUD 1945 memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif, misalnya 
tentang persyaratan presiden harus seorang Indonesia asli; (6) UUD 1945 kurang 
memuat ketentuan tentang pengakuan, jaminan, perlindungan tentang hak asasi 
manusia; (7) UUD 1945 tidak memuat ketentuan tentang batas waktu pengesahan 
RUU yang telah disetujui DPR dan Presiden.; (8) Keberadaan Penjelasan UUD 1945 
menimbulkan persoalan yuridis dan teoritis serta materi muatannya yang tidak selalu 
konsisten dengan kaedah dalam batang tubuh UUD (Muktie, 2003, hlm. 62).
Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan 4 tahap  dan menghasilkan UUD NRI 1945 
yang baru dan perubahan-perubahannya, menurut Bagir Manan  dapat dikategorikan 
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dalam: (1) Perubahan terhadap isi (substansi) ketentuan yang sudah ada. Misalnya 
perubahan wewenang Presiden dalam membuat undang-undang menjadi sekedar 
wewenang mengajukan rancangan undang-undang, membentuk undang-undang 
menjadi wewenang DPR; (2) Penambahan ketentuan yang sudah ada. Misalnya 
dari satu ayat menjadi beberapa pasal atau beberapa pasal, seperti Pasal 18; (3) 
Pengembangan materi muatan yang sudah ada menjadi Bab baru, seperti bab tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan; (4)   Penambahan yang sama sekali baru, misalnya 
tentang DPD; (5)  Penghapusan ketentuan yang ada, misalnya tentang DPA; (6) 
memasukkan dan memindahkan beberapa isi Penjelasan ke dalam Batang Tubuh; (7) 
Perubahan Struktur UUD 19545 dan menghapus Penjelasan sebagai bagian dari UUD 
1945 (Bagir, 2003, hlm. 1-2)
Perubahan terhadap UUD 1945, merupakan reaksi dan sekali gus jawaban terhadap 
kepemimpinan politik UUD 1945 sebelum perubahan (otoriter, sentralistis, repressif). 
Dalam kalimat lain, perubahan ini diharapkan boleh mengantarkan negeri ini 
memasuki masa kepemimpinan politik yang demokratis, yang menghargai perbezaan 
dan hak asasi manusia, adanya sirkulasi kepemimpinan politik secara teratur, jujur 
dan bebas. Walaupun demikian, perubahan ini tidak akan memasuki materi muatan 
yang mengganggu eksistensi negara, tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan 
UUD 1945, mempertahankan sistem negara kesatuan, mempertegs sistem presidensial, 
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan hal-hal yang nromatif dimasukkan dalam pasal-
pasal konstitusi, perubahan dilakukan dengan model Addendum (MPRRI, 2003, hlm. 
25).   
Semangat demokrasi  dalam UUD NRI 1945 ini, kemudian melahirkan sejumlah 
undang-undang  antara lain tentang pilihan raya, partai politik, susunan dan kedudukan 
lembaga-lembaga perwakilan rakyat, pemerintahan daerah, pemberantasan korupsi, 
hak asasi manusia dan peradilannya, pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme, komisi yudisial dan mahkamah konstitusi.
Penghormatan HAM Sipol versus HAM Ekosob
Paper ini akan membahas pencapaian hak asasi manusia Sipil dan Politik (kebebasan 
dalam pembentukan organisasi politik dan pemilihan umum langsung untuk presiden 
dan kepala daerah) dan nasib yang terjadi pada pemenuhan Hak-Hak Ekosob.
Kemajuan yang dicapai dalam penghormatan atas hak-hak politik warga negara 
adalah kebebasan berasosiasi, termasuk di dalamnya mendirikan parti politik. Salah 
satu ciri repressif dari rezim Orde Baru adalah meniadakan adanya kebebasan untuk 
mendirikan organisasi dan parti politik. Organisasi buruh, tani dan nelayan, harus 
ditiadakan kecuali hanya satu organisasi saja, yang keberadaannya dikontrol oleh 
pemerintah, supaya loyal kepada semua program pemerintah. Oleh karenanya hanya 
ada FBSI (buruh), HKTI (Tani), HSNI (Nelayan), PWI (wartawan). Adapun organisasi 
pemuda, tidak berhasil dilebur tetapi berhasil dijinakkan melalui keharusan semua 
organisasi dihimpun di bawah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang 
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susunan dan organisasinya di bawah kontrol pemerintah. Rezim Orde Baru, berhasil 
memaksa melalui tangan besi yang militeristis 9 (Sembilan)  parti politik, menjadi 
hanya 2 parti sahaja iaitu PPP (fusi dari 4 parti Islam: Parmusi, NU, Perti dan PSII) dan 
PDI (fusi dari PNI, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katholik). Parti politik ketiga yang 
menjadi kendaraan politik Soeharto dan militer adalah Golongan Karya (Golkar), yang 
selalu harus dimenangkan oleh rezim Orde Baru, agar dapat mengendalikan jalannya 
pemerintahan selama mungkin. Adanya pengangkatan anggota parlemen dan anggota 
MPR (dari militer), menjadi sebab,  apapun yang dilakukan oleh rezim orde-baru, 
tidak dapat dibantah di forum legislatif. Perlawanan atas tidak terbukanya kebebasan 
mendirikan parti politik, dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas dan Budiman 
Sujatmiko, melalui pendirian PUDI dan PRD. Namun kedua parti ini hanya sanggup 
bergerak sebagai parti extra parlemen, dan harus menghadapi ancaman, tekanan dan 
teror dari aparat negara (Santoso, 1997, hlm. 83-87).
Keputusan Presiden Habibie untuk mempercepat pilihan raya 1999 (walaupun menurut 
Konstitusi ia boleh menjabat sampai 2003), membuka peluang masyarakat awam 
untuk mendirikan parti politik dengan tingkat derajat kebebasan yang sangat tinggi 
(Husnu Abadi, 2007, hlm. 215). Jumlah partai  yang mendaftar pada Departemen 
Kehakiman HAM sampai mencapai angka 141. Setelah adanya undang-undang parti 
politik, akhirnya peserta pilihan raya hanya 48 parti dan hanya 19 parti yang berhasil 
menempatkan wakil-wakilnya di parlemen. Menjelang Pilihan raya 2004, pendirian 
parti politik baru dan perubahan parti politik yang lama menjadi parti baru mencapai 
angka di atas 237 buah parti (yang mendaftar pada Departemen Kehakiman HAM 
RI), namun pilihan raya hanya diikuti oleh 24 parti dan hanya 17 parti yang berhasil 
menempatkan wakil-wakilnya di parlemen (M. Asfar, 2006, hlm. 129).
Menjelang pilihan raya 2009, pendirian parti politik yang baru dan mendaftarkan 
diri pada Departemen sebanyak lebih dari 79 parti (Fathurrohman, 2007, Anita 
Yossihara, 2011, Kompas, 8/1, 2011), namun pilihan raya hanya diikuti oleh 38 parti 
politik tingkat nasional (6 parti local khusus di provinsi Aceh) dan hanya berhasil 
menempatkan sembilan (9) parti saja di parlimen khusus untuk pilihan raya 2009, 
diberlakukan sistem parliementary threshold sebanyak 2.5 persen, di mana hanya parti 
politik yang mencapai suara sekurang-kurangnya 2.5 persen dari jumlah suara nasional 
saja, yang boleh untuk diikutkan dalam perhitungan kursi di parlimen. Partai politik 
yang tak mencapai suara 2,5 persen tak berhak untuk menempatkan wakil-wakilnya di 
parlemen (Jumlah suara yang partai politik non PT ini mencapai jumlah 19 juta suara 
atau 18.22 persen dari total suara pemilih yang sah). Untuk parlemen daerah, baik 
kabupatan,  kota, ataupun provinsi, tidak diberlakukan sistem PT itu. 
Syarat pendirian parti politik, memang semakin lama semakin berat, dan umumnya 
menyangkut syarat penyebaran parti politik itu di peringkat propinsi, kebupaten, 
dan kecamatan, jumlah keanggotaan parti, fasilitas yang dipunyai parti (kantor parti, 
rekening pada bank). Pada pensyaratan pendirian parti sebagai badan hukum parti 
politik dalam UU Tahun 2009, bersisi ketentuan bahawa setiap partai harus mempunyai 
perwakilan di semua provinsi yang ada di Indonesia, dan sekurang-kurangnya 
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mempunyai perwakilan pada 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada procinsi yang 
bersangkutan, serta sekurangnya-kurangnya mempunyai perwakilan pada 50% dari 
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Pensyaratan ini, dinilai 
oleh banyak pengamat sebagai semangat untuk meniadakan kebebasan mendirikan 
parti politik, karena sangat berat. Pensyaratan yang berat boleh sahaja diterapkan, 
tetapi pada pensyaratan mengikuti pilihan raya. (Valina Singka Subekti, 2011, 
hlm. 23). Pemilihan langsung  masyarakat ramai menikmati kedaulatannya melalui 
penggunaan hak pilih; ketika memilih anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati 
dan walikota. Namun perubahan model pemilihan ini,  berakibat anggaran negara 
yang harus dikeluarkan untuk proses pemilihan tersebut semakin besar, sangat jauh 
berbeza bila dibandingkan dengan pemilihan oleh lembaga perwakilan (MPR, DPRD 
Provinsi, DPRD Kabupaten):  
Jadual 1
Biaya Pemilihan Beberapa Daerah 
No. Jenis Pemilihan, 
tempat dan tahun
Uraian Sumber Data
1 Pilwako Bandung, 
2013
Usulan anggaran Rp 34 M; bila 
Putaran ke-2 , perlu tambahan Rp20 M; 
sedangkan bila Pemungutan Suara Ulang, 





Usulan anggaran Rp 8,8 M; putaran ke-2 
perlu tambahan 5,6 M.
Borneonesw.co.id. 
12/7-2011
3 Pilgub Sulsel, 2013 Usulan anggaran Rp 350 M, kenaikan 
75 % dari Pilgub 2008; Honor KPPS 
menjadi Rp 250.000,- per orang (dari 
Rp 125.000,--).; Adanya pemekaran 
Kabupaten Takalar (77 desa menjadi 100 
desa); Pangkep (85 desa menjadi 123 
desa), Kab. Baru Toraja Utara.
Beritasore.
com.5/7-2008
4 Pemilu Legislatif 
Indonesia, 2009
Memerlukan Rp 47,9 T ; Pemilu 2004 
hanya Rp 4,4 T (terdiri dari Rp 3,8 T dari 
APBN dan 0,6 T dari APBD).
Usulan Anggaran Keamanan Pemilu 
2009, Rp 2,4 T; Dana pemilu 2009 belum 
cair sebesar Rp 4,085 T dari Total Rp 
6,667 T.
APBN 2008, untuk Pemilu 2009 sebesar 




5 Pilwako Parepare, 
2013
Usulan Rp 8 M ; Pemilih 120.000 
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Telah menhabiskan dana 8,4 M: sisa 
untuk Putaran ke 2 hanya 3,6 M. 
Putusan MK untuk PSU, belum jelas 
kekurangannya. Cadangan untuk putaran 
ke  2 Rp 3,6 M.  
Riau Pos, Agustus 
2011.
7 Pilgub Jawabarat, 
2013
Usulan Rp 1,4 T ; pemilih 36 juta orang ; 
ada 68.000 TPS,  630 PPK; 
(BANDINGKAN DENGAN BIAYA 
PERBAIKAN SELURUH JALAN DI 
JABAR, RP 1,2 T)
Tempo.co, 17/6-
2011
8 Pilgub, Jawa 
Tengah, 2008
Satu kali putaran.
Menghabiskan dana Rp 490,2 M Kompas, 13/6-
2008
9 Pilbup Kaur 
Bengkulu, Putaran 
ke 2, 9 Mart 2011
Memerlukan biaya Rp 5,5 M. Suarapembaruan.
com.
8/29/2011
10 Pilgub Jawatimur, 
2009
Menghabiskan dana lebih Rp 1 T, dengan 
dua kali PSU untuk beberapa kabupaten;
Sumber lain, Gamawan Fauzi 
menyebutkan dana lebih dari 800 M. 
Bataviase.co.id.
11 Biaya Kampanye 
Pilgub di Indonesia
Gamawan Fauzi menyebutkan biaya 




Selain biaya yang tinggi  dikeluarkan oleh negara, biaya yang tinggi juga mesti 
dikeluarkan oleh semua calon gubernur, calon bupati, calon walikota, calon anggota 
parlemen. Bagi calon kepala daerah petahana, kampanye terselubung selalu 
mempergunakan anggaran belanja negara atau daerah, lewat program atau kegiatan 
yang telah dibuat, termasuk penggunaan dana hibah. Dana hibah merupakan dana 
yang selalu meningkat tinggi besarannya ketika tahun-tahun menjelang pemilihan 
kepala daerah.42 
Terpenuhinya hak-hak politik (hak memilih dan hak dipilih), sebagai implementasi 
faham demokrasi,  ternyata belum memuaskan rakyat banyak, khususnya dalam 
mengantarkan penyelenggaran negara berpihak pada kesejahteraan rakyat. Berbagai 
praktek korupsi atas anggaran negara, terus menerus menjadi bahan berita. Semua 
ini, mahu tidak mahu menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah 
biaya politik yang besar, yang diperlukan untuk biaya partai, biaya kampanye calon 
42 Dalam catatan Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) peningkatan jumlah dana 
hibah  ini secara umum dapat melebihi dana yang disediakan untuk anggaran Dinas-dinas daerah. 
Sebagai contoh dana hibah untuk 3 (tiga) organisasi Pramuka, Karang Taruna, Kesejahteraan 
Sosial Provinsi Riau  yang diketuai oleh seorang anggota keluarga  sang calon melebihi dana yang 
diterima oleh Dinas Sosial.  Tahun 2012, APBD Riau  mengalokasikan dana hibah sebesar 500 
miliar rupiah. Wawancara dengan  Hartono, Ketua  Fitra Riau, April 2013.  
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gubernur dan bupati, biaya anggota parlemen, tidak mengharuskan mereka untuk 
melakukan korupsi atas semua kegiatan yang disediakan dalam APBN dan APBD? 
Lihatlah kasus-kasus ini: kasus travel cheque (cek pelawat) pemilihan Deputy 
Gubernur BI, kasus Bank Century, kasus Nazaruddin, kasus korupsi belasan Gubernur, 
ratusan Bupati, ratusan anggota DPRD. 43
Demokrasi tanpa penegakan hukum, maka demokrasi akan membuat kuburan bagi 
negara itu sendiri. Dalam perkembangannya, ternyata demokratisasi diterjemahkan 
sebagai penggemukan birokrasi, sehingga anggaran untuknya harus lebih besar 
daripada anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat banyaknya anggaran 
daerah yang memberikan prioritas pada kemakmuran nasib birokrat.
Tahun 2011, hanya ada 7 kabupaten dari 497 kabupaten/kota yang mempunyai 
belanja modal di atas 50 persen. Pada tahun 2007 terdapat 40 kabupaten, tahun 2008 
(28 kabupaten) dan 2009 (18 kabupaten) dan 2010 (hanya 4 kabupaten) (Kompas, 
19/8/2011).
Kebalikannya, belanja pegawai yang di atas 50 persen terdapat di 294 kabupaten/
kota dari 524 daerah kabupaten/kota. Misalnya Karangaanyar (75.47 persen), Ambon 
(73.43 persen), Agam (71.98 persen). Yang di atas 60 persen untuk belanja pegawai 
terdapat 116 daerah (Gatra, 20/07/2011). 
Berikat ini data beberapa daerah dengan alokasi belanja pegawai di atas 65 persen 
(yang memberikan makna bahawa belanja untuk rakyat hanya sekitar 35 persen dari 
seluruh anggaran yang ada).
Jadual 2
Daerah Dengan Alokasi Belanja Pegawai Di Atas 65 Persen44
Kabupaten/Kota Belanja Pegawai (%) Belanja Barang (%)
Belanja 
Modal
Kabupaten Simalungun 74.3 11 10
Kota Ambon 73.3 12 13
Kab. Karang Anyar 71.7 10 9
Kab. Klaten 69.9 11 11
Kab. Langsa 69.4 16 10
43 Sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi (sejak 2004-Februari 2013, 
terdapat  291 kepala daerah yang terlibat. Gubernur 21, wakil gubernur 7, bupati 156, wakil bupati 
46, walikota 41, wakil walikota 20. Untuk anggota parlemen daerah, dari 2008 anggota DPRD 
Provinsi, 431 terlibat korupsi dan dari 16.267 anggota DPRD Kabupaten/Kota, 2553 terlibat ko-
rupsi).  Majalah Forum Keadilan No. 15, 18 Agustus 2013, Pilkada Biaya Tinggi Mendorong 
Kepala Daerah Korupsi, halaman 60  
44   Agus Riyadi dan Fitri Kumalasari,  Daerah Terancam Bangkrut, Negara Bisa Ikut, Majalah 
Gatra, 7 Agustus 2013, halaman 22 
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Kabupaten/Kota Belanja Pegawai (%) Belanja Barang (%)
Belanja 
Modal
Kab. Minahasa 69.4 12 15
Kab. Kuningan 68.9 11 15
Kab. Sragen 68.6 14 7
Kab. Purworejo 68.3 11 13
Kab. Aceh Barat 68.3 12 18
Kota Kupang 68.3 14 13
Kab. Pidie (Aceh) 68.1 14 10
Kab. Ponorogo 68.1 16 9
Kab. Kulon Progo 67.8 13 13
Kab. Wonogiri 67.4 12 13
Kab. Padang Pariaman 67.2 14 15
Kab. Bireun 66.9 13 15
Kab. Ngawi 66.9 14 13
Kab. Bandul 66.5 15 11
Kab. Pacitan 66.5 13 11
Kab. Sumedang 66.0 14 13
Kab. Aceh Besar 66.0 16 12
Kab. Aceh Timur 66.0 18 13
Sumber: Seknas Fitra
Keadaan ini, mengingatkan saya pada perdebatan Soekarno dan Hatta, ketika 
membicarakan pasal-pasal HAM, antara HAM Sipol dan HAM Ekosob. Untuk apa 
rakyat menikmati hak pilih dan hak menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, 
hak berkumpul,  tetapi perutnya lapar (Yamin, 1959). Demikian juga ketika Orde Baru 
menindas penghormatan HAM Sipol (kepartaian, pers, berasosiasi) dan mencuba dan 
berupaya  memajukan HAM Ekosob (pendidikan, kesihatan, pangan). Hal ini dikenal 
dengan slogan Pembangunan Yes, Politik No!
Era reformasi yang mengantarkan Negara ini menjadi lebih demokratis, menghadapi 
tantangan dari pelaku-pelaku domakrasi itu sendiri, ketika janji-janji dalam pesta 
demokrasi tidak dapat diwujudkan dalam pemenuhan HAM Ekosob, iaitu anggaran 
yang pro rakyat miskin. Biaya politik yang besar, melemahkan semangat tokoh-tokoh 
politik itu untuk memenuhi janji-janjinya.
Beberapa kenyataaan dan masalah di bidang Ekosob, yang dipandang tidak 
memperoleh perhatian yang serius, dibandingkan dengan keseriusan tokoh-tokoh 
politik itu menikmati HAM Sipol antara lain:
1. Hak Atas Pendidikan. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak 
menunjukkan angka putus sekolah pada Tahun 2007 mencapai angka 11,7 juta 
jiwa, angka ini cenderung bertambah. (Media Indonesia, 10/1/2010).
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2. Diperkirakan 4,7 juta siswa SD dan siswa SMP yang tergolong miskin, terancam 
putus sekolah atau drop out (DO). Alasan ekonomilah yang menyulitkan 
sebagian anak-anak Indonesia untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang 
lebih tinggi. Orang tua kesulitan membeli buku, seragam sekolah, seragam 
Pramuka, seragam baju olahraga, seragam sepatu, buku pelajaran, uang saku, 
uang pangkal. Saat ini terdapat 27,7 juta siswa SD, 10 juta siswa SMP, 7 juta 
siswa SMA. Dari jumlah itu, 2,7 juta siswa SD dan 2 juta siswa SMP terancam 
putus sekolah. Untuk tingkat SMP, hanya 23% siswa yang mampu meneruskan 
ke tingkat SMA. Konsentrasi keadaan ini terjadi di daerah miskin, daerah 
terpencil, pesisir pantai, perkampungan padata penduduk, kawasan bantaran 
sungai.  Negara mengalokasikan beasiswa SD sebesar 2,1 T dan Siswa SMP 
3,9 T. Jumlah itu di luardana BOS (Beaya Operasional Sekolah) yang tahun 
2011 ini, mencapai Rp 16 T  (Republika, 26/7/2011).
2. Tahun 2009/2010, dari 808.872 ruang kelas SD Negeri, hanya 476.209 ruang 
yang kondidisnya baik, adapun sisanya, sekitar 325.757 unit dalam keadaan 
rusak, diantaranya 101.000 unit rusak berat. (Kompas, 15/8, 2011)
3. Hak Atas Pekerjaan: Perhatian yang tidak memadai atas hak-hak atas 
pekerjaan terlihat di beberapa daerah, termasuk di daerah Provinsi Riau. 
Pemerintah daerah selalu melihat gejala melimpahnya pedagang kaki lima, 
hanya dari aspek pendekatan kebersihan, ketertiban, kelancaran lalu lintas 
semata dan perolehan hadiah Adipra. Pemerintah daerah tidak mempunyai 
ikhtiar yang cerdas dalam menata dan membenahi aspirasi para pahlawan 
pencipta lapangan kerja ini, yang telah menciptakan jutaan lapangan kerja, 
yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara untuk menciptakannya. 
Kes pasar pagi Arengka, pasar kaget Soebrantas, pasar pagi Agus Salim, 
Pasar Cik Puan, Pasar Sail, Pasar Rumbai, pedagang Jagung Bakar Sudirman 
(semuanya di Pekanbaru). Pasar Pasirpengarean di Rokan Hulu. Pasar yang 
tumbuh dan berkembang seirama dengan tumbuh dan beerkembangnya 
masyarakat, selalu dianggap penyakit oleh masyarakat dan Pemerintah tidak 
mengalokasikan dana yang memadai, agar tercipta pasar rakyat yang bersih, 
tertib, sehat, nyaman. Dalam banyak kes, Pemerintah justru sangat berambisi 
menciptakan pasar modern, yang bertingkat, mewah, namun menelantarkan 
para pedagang tradisional, dengan mencekiknya lewat beaya sewa bilik yang 
mahal. Persekongkolan antara Negara dan kaum kapitalis, terlihat nyata dalam 
membunuh para padagang tradisional pencipta lapangan kerja. Pemaksaan 
untuk menempati pasar modern made in Pemkab , seringkali melahirkan 
perlawanan yang gigih dari kaum mustdhafin (lihat kes pasar tradisional 
Pasirpengarean, 2011, yang dipaksa dengan kekerasan untuk pindah ke pasar 
moden buatan Pemkab, Rohul). Kalau diperhatikan APBD tahun ke tahun, 
anggaran pembinaan, pemeliharaan, pelayanan, kebersihan,  sarana pasar 
tradisional sering kali tidak ada. Anggaran yang ada dalam beberapa tahun 
ini adalah proyek peremajaan pasar atau proyek pemoderenan pasar, dengan 
tujuan inti proyeknya adalah pembiaran atas pemusnahan pasar tradisional.
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Dari uraian di atas, terdapat kemajuan yang sangat berarti dalam bidang HAM Sipol, 
khususnya yang berkenaan dengan hak-hak politik, hak menyampaikan pendapat, 
hak berasosiasi namun penggunaan hak-hak tersebut tidak berakibat langsung dengan 
pemenuhan yang berarti bagi HAM Ekosob khususnya bagi hak-hak atas pendidikan 
dan hak-hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kemajuan HAM Sipol juga 
terredusir dengan lemahnya penegakan hukum. Dalam bahasa yang lain, demokrasi 
di Indonesia berjalan tanpa penegakan hukum, dan keadaan ini menjadi sebab yang 
meyakinkan dalam proses pembiaran atas tidak terpenuhinya Ham Ekosob.  
Gagasan perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berkenaan dengan 
pemilihan calon kepala daerah secara langsung, dirubah menjadi pemilihan melalui 
perwakilan di parlemen, tentu saja tidak boleh dianggap kemunduran, tetapi 
justeru merupakan tindakan koreksi terhadap praktek yang terjadi selama ini.  Bila 
dibandingkan dengan model pemilihan di negeri tetangga, yang dapat dinilai lebih 
effisien, dapat diuraikan sebagai berikut:45
1. Sistem pemerintahan berbasiskan parlemen, kekuatan politik di parlemen 
menentukan siapa yang akan menjadi kepala pemerintahan (Perdana Menteri 
atau Gubernur/Menteri Besar).
2. Sistem pemilihan berasaskan sistem distrik, setia distrik hanya memperebutkan 
1 kursi saja.
3. Partai-partai penyokong pemerintah, bersatu-padu untuk hanya menggunakan 
nama satu nama partai koalisi, iaitu Barisan Nasional, dan hanya mengajukan 
satu (1) calon untuk satu distrik.
4. Partai-partai oposisi, walaupun bersatu padu dalam gerakan oposisi (pakatan 
rakyat) namun dalam menghadapi pilihan raya masih tetap membolehkan 
setiap partai mengajukan calon-calonnya.  
5. Tetap diperbolehkan adanya calon bebas (independen) hanya dengan syarat 
yang ringan iaitu deposit 5.000 RM (untuk negeri) dan 10.000 RM untuk 
parlemen pusat.
6. Masa pengajuan nama dan hari pemilihan cukup singkat, hanya sekitar dua (2) 
pekan (14 hari), sebagai contoh tanggal 20 April 2013 sebagai hari mengajukan 
nama, kemudian 5 Mei sebagai hari pilihan raya.
7. Masa penentuan Perdana Menteri dan Menteri Besar, tidak memerlukan masa 
yang lama, cuma dua (2) atau tiga (3) hari, iaitu 7 Mei 2013 Najib Razak 
telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena 
45 Lihat Ahmad Atory Hussain, 2009,  Politik Melayu di Persimpangan, Suatu Analisis Pilihan 
Raya umum 2008, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd dan Malike Ibrahim, 2012,  Sistem 
Demokrasi Berparlimen di Malaysia, IBS Buku, 
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dalam Koalisi Barisan Nasional, partai UMNO tetap mampu mempertahankan 
majoriti suaranya dan berlaku kebiasaan bahawa partai yang majoriti akan 
diberi kesempatan untuk membentuk kabinet. Demikian juga hal itu berlaku 
bagi negeri (Negara bagian). Negeri Kedah, yang semula di bawah kendali 
partai oposisi (PAS), terpaksa mesti menyerahkan jabatan Menteri Besarnya 
kepada Mukhriz Mahathir (Barisan Nasional), karena BN meraih kursi Dewan 
Undangan Negeri/DUN  (DPRD Provinsi) lebih banyak daripada pakatan 
rakyat.    
KESIMPULAN
Penghormatan atas hak-hak sipil dan politik, khususnya di era transisi demokrasi 
di Indonesia, mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan masa sebelumnya 
(Orde Baru). Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dapat disebut telah 
mengalami kebebasan yang sangat bebas, dan kini tengah menghadapi periode/masa 
untuk  melakukan konsolidasi baik pada institusi pers mahupun pada level masyarakat. 
Kebebasan berasosiasi, khususnya dalam mengorganisir diri dalam pembentukan 
partai politik, mengalami hal yang serupa, dan memasuki masa yang sulit untuk 
menentukan jumlah partai politik yang ideal dikaitkan dengan sistem presidensial dan 
menghindarkan praktek-praktek korupsi dalam penyelenggaraan negara. 
Era demokrasi juga membawa perubahan besar dalam hal beaya yang harus dikeluarkan 
oleh negara (dan semakin lama semakin besar) dalam memenuhi prosedur-prosedur 
demokrasi dikarenakan pilihan untuk menggunakan pemilihan umum langsung 
berbasis suara terbanyak baik pada pemilihan kepala daerah ataupun anggota parlemen) 
dan keadaan ini tidak memberikan efek yang signifikan dalam bentuk kebijkaan 
publik, dalam memenuhi HAM Ekosob seperti pada hak-hak atas  pendidikan dan 
hak-hak atas perolehan lapangan kerja. Beaya demokrasi yang besar, mengakibatkan 
perhatian elite politik untuk mengembalikan dana besar itu melalui penghisapan dana 
APBN dan APBD melalui cara-cara yang berakibat semakin terdesaknya kepentingan 
terpenuhinya HAM Ekosob. Untuk itu perlu mempertimbangkan kembali demokrasi 
perwakilan dalam tatacara pemilihan presiden dan atau kepala daerah.
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